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Judul Lokakarya ini mencoba mewaspadai bencana yang berulang sebagai akibat 

tekanan penduduk, degradasi lingkungan dan kaitannya dengan ketahanan 

pangan. Tentu saja faktor-faktor tersebut dalam sisi pandang tertentu sah dan valid 

adanya. Namun karena kemudian dalam uraian kerangka acuan lokakaryra ini tidak 

mengalasi dirinya dengan pilihan paradigma politik maupun perspektii akademis 

yang tegas maka suli bagi kita untuk memposisikan visi dan missi kita yang 

penting untuk mendapatkan solusi seperti yang kita harapkan. 

Keberadaan pilihan paradigma politik dan perspektif akademis tertentu menjadi 

strategis maknanya agar hasil lokakarya tidak sekedar mengajukan rekomendasi- 

rekomendasi dan agenda proritas yang s8atnya teknokratis belaka namun tanpa 

'rot\'. Agar pokok persoalan yang menjadi fokus lokakarya tidak hanya dipandang 

bak sebuah mesin belaka dimana kerusakan pada sejumlah komponennya dengan 

sendin'nya cukup didekati dan diatasi s m r a  teknikal saja. Sebagai ~ontoh selama 

ini tekanan penduduk juga kita pahami daiam konteks yang serupa (teknikal) 

sehingga prqram KB dan transmigrasi misalnya diandalkan sbagai obat mujamb. 
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Namun apa hasil dari kedua program ini sudah kita ketahui bersama tenrtama sejak 

kita memasuki era reformasi tahun 1998. Demikian pula dengan persoalan 

degradasi lingkungan yang di rnasa lalu misalnya menunjuk komunitas berladang 

berpindah sebagai aktor utama perambah hutan yang paling penting diurusi dalarn 

konteks masalah tersebut. Bahkan departemen kehutanan di masa lalu pun 

membubuhi nama institusinya dengan kata 'perambah hutan'. Suatu wujud 

demonstrasi pendekatan teknokratis pembangunan yang paling 'telanjang'. 

Dengan kata lain yang ingin ditunjukkan adalah adakah faktor yang lebih 

fundamental sehingga masalah yang ingin kita hkan akan juga bersifat 

mendasar. Pada tataran kebijakan politik mana duduk persoalan tersebut dapat 

kita tunjukkan, dan sebaliknya di mana sebenarnya masalah itu hanya 

menyangkut aspek instnrmentasi saja. 

DEGWDASI LINGMUNGAM DAN PBLTTHK PRO ECONOMICSENSE 

Walaupun sejak tahun 1960 kita telah memiliki Undang-undang Pokok Agraria yang 

sangat populis namun poiitik pengelolaan sumberdaya alam di Indonesia sampai 

saat ini lebih didasarkan kepada kepentingan kebutuhan investasi. Mulanya polilik 

demikian ini diambil dalarn rangka pemulihan kondisi ekonorni seperti yang terjadi 

pada awal pemerintahan Orde Baru (pasca 1966). Dengan kata lain sumhrdaya 

alam (hutan, tambang, surnkrdaya laut, air, dan mineral) dipandang serta 

dipaharni dalarn konteks mnomic sense dan k lum dipahami sebagai eco/ogi~;3/$ 

sustainable sense (temasuk dalam ha/ ini kelangsungan hidup komunitas lokai), 

188 Tekanan Penduduk, Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan 



Pusat Studi Pembangunan, LP-IPB 
Badan BlMAS Ketahanan Pansan, Departemen Pertanian RI 

Paham utilitarian dalam pengelolaan sumber daya alam dapat disimpulkan dari 

berbagai peraturan pentndang-undangan yang terkait dengan pengelolaan atau 

pemanfaatan sumberdaya alam seperti Undang-Undang tentang Ketentuan- 

ketentuan Pokok Kehutanan (di masa lalu adalah UU no.5 tahun 1967). UU 

tersebut dibedakukan sebagai bagian dari paket kebijaksanaan untuk membuka 

pintu bagi penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. 

Fasilitas yang diberikan oleh kebijaksanaan tersebut praktis tidak memperhiiungkan 

aspek kerentanan serta keterbatasan daya dukung dari sumberdaya alam, serta 

kesejanteraan masyarakat lokal - masyarakat yang hidupnya bergantung kepada 

ekosistem dan sumberdaya alam di sekitamya (Santosa, 1999). 

Sejak diperkenalkan konsep pembangunan beiwawasan lingkungan di dalam 

GBHN 1973 (pasca Deklarasi Stocholm), kebijaksanaan sumberdaya alam s w r a  

prinsipiil tidak mengalami perubahan, bahkan kemudian selama lebih dari dua 

dekade sesudahnya, sumberdaya alam tidak hanya dipahami dari sudut pandang 

economic sense semata-mata tanpa mempertimbangkan fungsi ekosistem dan 

sumber hidup rakyat, tetapi juga menjadi komoditas yang bersifat monopolistik yang 

menrpakan produk Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Keadaan demikian 

semakin menghalangi kondisi untuk menjadikan sumberya alam (hutan, tambang, 

dan surnberdaya alam lainnya) sebagai sarana untuk meningkatkan kemakmuran 

rakyat dari generasi saat kini maupun generasi mendatang. Upaya penegakan 

hukum yang ada pun menghadapi kendala besar disebabkan keierkaitan pemilikan 

bisnis di bidang ekspioitasi sumberdaya alam dengan pusat-pusal kekuasaan 

(Santosa, ibid). 
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Walaupun di tingkat intemasionaVglobal kecendenrngan perkembangan konsep 

pembangunan terutama pengelolaan sumberdaya alam mengarah kepada konsep 

pem banguan berkelanjutan (ecologi~f/v sustainab/e deveiopment), namun 

demikian upaya elemen minoritas dalam pemerintahan (enkghtened individuals 

d h h  the govemmenr), d m  warga dari lingkungan masyarakat luas mengalami 

hambatan yang keras. Ini disebabkan karena seperti telah disinggung di atas 

paradigma politik ir pemerintahan Orde Baru lebih menekankan semata-mata 

pertumbuhan ekonomi, dan menggunakan jargon 'pembangunan berkelanjutan' 

tidak lebih sebagai intemationa/pwbkc reiation. 

Bahkan lebih jauh dari itu kendala struMural juga menghadangnya, misalnya 

ketiadaan institusi kemasyarakatan yang mampu melakukan kontrol sosial atas 

semua bentuk praktek pengelolaan sumkrdaya aiam yang destrukti tersebut 

termasuk yang fundamental di sini adalah atas proses yang memarginalisasi 

masyarakat lokal. 

Strategi plitik otoritarian dan strategi pembangunan pro pertumbuhan ekonomi 

tersebut sepanjang masa Orde Baru di aBs telah memunculkan wujud konflik 

agraria yang berbeda dengan masa Orde Lama. Pada Orde yang disebut pertama 

itu konflik agraria tidak dipicu oleh sebab pertentangan di lingkup 'internal' desa, 

seperti tuan tanah dengan buruh tani, atau antara petani dengan pangreh praja soal 

urusan penarikan pajak. Pertentangan didorong oleh sebab hubungan-hubungan 
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sosial yang bersumber dari lingkungan 'eksternal', yakni konflik yang bebadawn 

dengan 'pihak supra desa', seperti pemodal besar maupun pemerintah. Sejumlah 

konflik utama yang meruyak di sektor kehutanan dapat diidentifikasikan sbb: 

Pedfama, pepemntah menyokong usaha-usaha modal besar dalam usaha 

mencerabut petani dari tanah, dengan memanfaatkan peluang tak adanya 

pengakuanljaminan hukum positif pada petani atas tanah yang dikuasainya. Fakta 

yang memprihatinkan adalah mandulnya UUPA 1960 yang di dalamnya 

menyatakan tegas dukungan aspek hukumnya tentang hubungan petani dengan 

tanahnya. Isyu-isyu yang terangkat antara lain (a) penotakan petani atas 

pencerabutan hubungannya dengan tanah (b) Ganti rugi yang tidak rnemadai 

sehingga menimbulkan aksi-aksi tuntutan (c) proletarisasi petani, karena hilangnya 

hubungan dengan tanah, dengan segaia implikasinya dan (d) pemukiman kembali 

(reseif1emeeQ ptani yang tergusur sama sekali dari tanahnya yang juga 

menimbulkan ekses di sana-sini. Salah satu bentuknya adalah perambahan hutan 

yang rnakin jauh ke dalam karena ketiadaan terhadap penguasaan lahan (iihat juga 

Fauzi, 1997). 

Kedua, konflik agraria yang sudah sedemikian luasnya dimungkinkan karena 

adanya suatu politik hukum yang membeirkan rnandat kekuasaan besar bagi 

negara untuk menguasai sumberdaya alam, dengan rnenafikan hak masyarakat 

(temasuk rnasyarakat hukum adat dan indt3e"nous peoples) daalm kekuasaan 

negara. Hak menguasai Negara (HMN) initah yang membuka peluang dan realisasi 

monowli wngaturan sumberdaya alam. Pada prakteknya, hak ini digunakan 
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sebagai dasar politik agraria yang mendkkan dan mengambil sumberdaya alam 

yang selama ini dikelola oleh rakyat. 

Konflik agraria juga tercipta karena tidak adanya prubahan fundamental dari 

kondisi sosial-budaya-ekonomi politik warisan koloniatisme, melainkan terjadi 

wnguatan dan prcanggihan warisan kolonial tersebut. Pola penguasaan dan pola 

hubungan produksi pertanian yang tidak adil dalam kaitannya dengan stratifikasi 

masyarakat Dalam kaitan ini bawlah kemudian kila dapat menempatkan ha1 lain 

yang turut menciptakan persoatan agraria yaitu pertumbuhan kepadatan penduduk 

yang meningkat se~ara tajam, kesempatan kerja yang terbatas, dan hal-ha1 lain 

yang kbih bersifat sosio-kultural. 

Fauzi (ibid) menyebutkan watak dari konflik agraria dewasa ini kini telah berubah. 

Apa yang tejadi sesungguhnya pada konflik agraria, bukanlah akibat dari 

keiangkaan sumber-sumber pnghidupan yang disediakan oleh sumberdaya alarn 

itu sendiri. Konflik terjadi akibat suatu ekspansi besar-besaran dari para pemilik 

modal yang difasililasi oleh negara. Pandangan yang mengutamakan bagaimana 

bekerjanya mdal  ini mengacu pada konsep pninifive accumu/afion . Akumulasi 

primiGf adalah suatu proses awal dari berkembangnya kapitalisme yang ditandai 

oleh dua ciri transfomasi: (a) kekakayaan alam diubah menjadi modal dalarn 

ekonomi produksi kapitalis, dan (b) kaum pelani diubah menjadi buruh upahan. 
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Dalam konteks sistematik terjadi transformasi dari ekonomi subsistensi menjadi 

ekonomi produksi komoditi. Akumulasi primitif merupakan bentuk transformasi dari 

kekayaan non-modal menjadi modal dalam sirkuit produksi kapitalis -di satu pihak, 

dan di lain pihak, transformasi dari kelas petani pada gilirannya menuju 

terbentuknya kelas buruh. Dengan demikian sangatlah tedihat pengusaha modal 

$ besar dan pemerintah memiiiki pertemuan kepentingan yang saling 

menguntungkan satu sama lain. 

Dua pihak ini bersekutu demi pencapaian kepentingan bersarnanya. Sementara itu 

kita juga melihat penerapan politik agraria kapitalis selama kurun waktu lebih dari 

20 tahun sebagai dikutip oleh Fauzi (ibid) menunjukkan pergeseran yang berarti di 

mana penguasaan tanah oleh modal swasta menduduki peringkat pertarna, 

menggeser penguasaan tanah oleh pemerintah: 

Data per Desember 1993, penguasaan tanah hutan oleh kurang lebih 570 

perusahaan pemegang HPH sudah mencapai lebih dari 64 juta hektar, di mana 

lebih dari 33 juta hektar (separohnya) dikuasai oleh hanya 20 kelompok 

konglomerat. Sementara itu, terdapat hampir 4 juta hektar tanah dikuasai oleh 

pemegang HPHTI, yang dikuasai oleh 38 perusahaan. Ditambah dengan hampir 

800 ribu hektar yang dipakai HPHTI trans oleh 10 konglomerat. Bandingkan dengan 

total areal yang dikuasai oleh BUMN kehutanan dan lnhutani per April 1994 

sebesar hampir 9 juta hektar. Sementara tanah oleh prkebunan k a r  telah 
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menmpai hampir 4 juta hektar yang dikuasai 709 perusahaan smsta, 388 BMN, 48 

perusahaan asing, dan 21 koperasi. 

Peringkat krikutnya adalah perkebunan besar yang menguasai ham pi^ 4 juta 

hektar yang dikuasai oleh 1206 perusahaan (709 perusahaan swasta, 388 BUMN, 

48 perusahaan asing, 21 perusahaan patungan dan 40 BUMD) dan 21 koperasi. 

Sementara menurut Sensus Penduduk 1993, dari hampir 20 juta rumahtangga 

petani, sekitar 22 % (terbanyak) merupakan rumahtangga petani yang menguasai 

lahan hanya antara 0.25 - 0.49 hektar. Sdangkan jumlah keseluruhan 

~mahtangga petani yang menguasai lahan kurang dari 0.50 hektar jumlahnya 

mencapai 49 % dari keselumhan rumahtangga petani (20 juta). 

Mengamati penguasaan lahan di sektor pertanian pangan ketimpangan antar 

rumahtangga petani menurut hasil SP ini akan lebih dapat diamati. Rumahtangga 

petani rata-rata hanya 0.80 hektar, di mana 49 % dari keseluruhan rumahtangga 

petani tersebut menguasai 2 juta hektar (14 % dari total lahan pertanian pangan). 

Ada 9 juta mmahtangga petani (atau 49 % dari rumahtangga petani) yang 

keseluruhannya menguasai 2 juta heMar (atau 14 % dari total keseluruhan lahan 

pertanian pangan). Tetapi di pihak lain ada lebih dari 200 ribu tangga petani yang 

menguasai hampir 1.5 juta hektar, atau sekitar 1 % rumahtangga petani yang . 
menguasai sekitar 9 % dari total lahan pertanian pangan. 

Dominasi modal inilah yang tampak dari kekuasaan ekonomi-politik pada zaman 

Orde Baru yang dampaknya masih terus terasa dan bahkan belum menunjukkan 
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upaya penrbahan walaupun dalam tataran politik kita sudah memiliki Tap MPR no 

IX tahun 2001 tentang pembaharuan agraria dan pengelolaan sumbedaya alam. 

S a r a  dinamis, dominasi ini mengkondisikan munculnya konflik agraria. Konflik 

agraria yang demikian meluas ini merupakan indikasi krisis dalam politik agraria. 
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